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PERATURAN DAERAH KABUPATEM DAERhH TINGKAT II. PACITAN ;
e NOMOR 21 TAHUN 1976 . . - - i o
. . | TENTANG ‘“f.{__ N s "
N PEMAKAIAN 'BARANG ‘> BARANG YANG DIKUASAI PEME~
”_; RINTAH. KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACTTAN oo !
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA _"1 fﬁn'- o

M7anénImbéngI:'1" Bahwa salah sntu arah dan kebijaksanaan Pembangunanfl
SR PELITA Kedua disektor Pembangunan Daerah adalah pe= . i

1 .'-‘
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_A-ningkatan pendapatan Daerah sehingga perlu mcngada- f_,
' Ikan pemungutan yang intensiy,'wajar dan"” tertibiter—

'sumber pendapatan Daerah yang baru- C l

Vhadap sumber—bumber yang ada dan penggalian sumber-g'[

f2;'Bahwa dalam usaha peningkatan pendapatan Daerag per -

- 1u mengatur pemakaian barang - barang yang- dikuasai

::oleh Pemevintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan?g*-&
oleh pihak lain ‘berikut pemungutan retribusinya de—_

ngan Peraturan Daerah

- Mengingat :.1, Undang-- Undang Nomor 5 tahun 1974 I

. ; Dengan perse'tu;juan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah |
' Tingkat II Pacitan’. . _ ‘ -

;"Menetapkan .PERATURAS DATRAH Kabuputen Daerah Tingkat II Pacitan

s
2, Undanc ~ Undang Nomor 12 tahun 1950 .; . i
B, Undang -: Undang’ Nomor 12 Darurat tahun 1957 !

h.'Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975.._ ' !
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: tentang Pemakaian ‘barang - barang '
¥ yang dikuasai Pemerintah Kabupaten
QI‘ : 'Daerah Tingkat II Pacitan.; " "
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: KETENTUAN UMUM ' - ‘
. g- Paaal 1
_mhlealam Peraturan Daerah inl yang dimaksud dengan istilah .";_,. i -
- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Yabupaten Daerah Tingkat II
R : Pacitan H . _ .
; b. Kepala Daerah--'g ‘ Ny " ]
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- Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan 3
‘T_ﬁ c. D P.R D., idlah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat IIE
i

. f . .

b,

'f(2) 131n sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (l) Peraturan

“(4) Tata cara permohonan ini. dan pemungutan retribusi pada

" Pemerintah Daerah ditetapkan sebagal berikut s i
.Ca'

- d. Pcmakaian pompa air P : o : .

. Pacitan T '/

d. Barang - barang, 1alah Truk Mesin penggllingan padi Mesi o
. | gilas, Pompa air. Toels “7% : Tl . _ L
A . o .F
R S
'KETENTUAN RETRIBUSI | o

" Pasal 2 S ‘i

(1) Untuk pemakaian baeang - barang yang . dikuasai oleh Pemerin-

o ~tah Daerah oleh pihak lain harus mendapat idin dari Kepala e
Daerah i

;
' Daerah ini diperoleh -dengan mengajukan-suret permohonen - ;

" Kepada Kepala :Daerah atau kepada Pegawai yang ditunjuk o -

: lehnya yang bertanggung jawab tentang urusan tersebut ; Z
2(3) Kepada pihak lain yang mendapat 4Jin dimaksud pada ayat (1)

' pasal ini, dikenakan retribusl menurut. ketentuan tersebut ;—‘?'
dalam pasal 3 dan 4 Peraturan. Daerah ini ;. ;

ayat (1), (2). dan (3) pasal ini, diatur lebih’ lanjut oleh; e
| Kepala Daerah . _ I 3

- Pasal 3
Retribusi atas pemakaian barang - barang yang ‘dikuasai oleh

"

a. Pemakaian mesin penggilingan padi, ,untuk setiap kilogram padi'

_yang’ digiling, sebesar Rp., 2,50 (dua’ rupiah 1imapuluh sen) ;
Pemakaian Mesin gilas, sebesar Rp. 10,000 --(sepuluhribu ruﬁ,
- piah sehari bahan bakar ditanggung oleh penyewa ;

Pemakaian kendaraan bermotor (truk), untuk setiap 5 (lima)KMH:-}._
atau sebagiannya,sebesar Rp.- 1000,-~ (seribu rupiah) ;

= lebih dari 5 KM ditambah biaya setiap KM, sebesar Rp. 100,
(seratus rupiah)

Bahan bakar ditanggung oleh penyewa ,3

i
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- = Untuk petani, setiap kali pakai sebesar Rp. 250 e (duara-g
- tus limapuluh rupiah) ;

- Untuk pemborong,setiap kald pakai, sebesar Rp. 1 800,-- "E'-.' !

Bahan bakar ditanggung oleh penyewa.h
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o . Pasal 4 . : - | - .'i
-_(1) Blaya pengangkutan ‘atas’ pemakaian ‘barang - barang sebagaima—
na tersebut pasal 3 menjadi ‘beban- pemakai A , i

(2).Biaya perbaikan atas kerusakan yang 'terjadi akibat:pengang.
: kutan dan atau pemakaian dibebankan kepada pemakai.-

)

“‘; ERTI BAB II1 . . f
g KETENTUAN LAIN = LAIN DAN PENUTUP f
' Pasal 5 ﬁ

(1) Kepala Daerah dapat menun juk pejabat/petugas untuk melayani
kepentingan pemakai barang - barang” dimaksud dalam Peraturan
Daerah ini ; . _ _ , ! )

(2) Kepada pejabat petugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini yahg-"

melayani kepentingan tersebut diluar jam kerja, diberlkan -
; uang Jasa. kerJja sebesar 5 % (1lima per seratus) dari retribu-
‘ » 81 yang dipungut dari pemakai barang --barang yang bersang -~

-'kutan. . , _ . .
1 X o !

. SR i ~ Pasal 6 B '3
? b '

(1)Peraturan Daerah inl disebut " Peraturan Daerah tentang pe-
_ makalan barang - barang yang dikuasai oleh Pemerintah Kabu
paten. Daerah Tingkat II Pacitan H ;

(2)Peraturan. Daerah Ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah

hari pengundangannya.; : i

(3)Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah
ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut. v

- - ] -. ' . . { .
C ; ' Pacitan, 19 Maret 1976 : _
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  Kepala Daerah Tingkat 11 Pacitan

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN . ;

‘ KETUA, ‘ : : B
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TASMIN PRAWIRODIWIRJO B : MOCHi KOESNAN
. ‘ i
: DISAHKAN DENGAN SUrat Keputusan Gubernur ‘Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Pebruarl 1977 No,HK. 11/31/77.

. Dlundangkan "dalam ‘Lembaran,Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat I1 Pmacitan tahun 1977 Seri,.B. pada tanggal 15 Ma€et-
' 1977 NO. 30 : . - . l
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